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PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME’ |

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ’
BUPATI BENGKALIS

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 77 Peraturan i

‘Daerah Kabupaten Bengkalis- Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame ;

.~bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud dalam -

huruf a,  perlu “menetapkan Peraturan Bupatn tentang Petunjuk"
Pelaksanaan Pajak Reklame h

fUndang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten dalam ‘lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik IndoneS|an Tahun 1956 Nomor. 25) ,

]vUndang Undang Nomor 8 Tahun' 1981 tentang Hukum ‘Acara Pidana -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259)

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danv
" Tata Cara Perpajakan = (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 3262) sebagalmana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

~ Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009
" Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor

| 4953) s ,
“Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas S

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

“Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone5|a Nomor

3987) ;

"'Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadllan Pajak

(Lembaran Negara Tahun’2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 41 89);

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah

“(Lembaran : Negara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan - Lembaran - Negara Republik Indonesia - Nomor  4437) g
- sebagaimana’ telah diubah beberapa  kali - terakhir dengan dengan =~

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik :‘Indonesia . Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Negara Republlk Indonesna Nomor 4844)



| Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan ‘Keuangan
‘antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk lndoneS|a Nomor 4438)
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi

~Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
‘Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5049);

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

¢ - Nomor 5234)

10.
11,

12.

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun - 2005 tentang Pengelolaan;
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005

" . Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneS|a Nomor‘

4578);

Peraturan Pemenntah - Nomor 79 Tahun 2005 tentang 'Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Pennyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran. Negara Republik . Indonesia Tahun 2005 - Nomor - 165
Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor 4593) ;

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
~ Urusan Pemerintahan Antara . Pemerintah, - Pemerintahan Daerah

- Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik “Indonesia Tahun 2007 - Nomor 82, Tambahan Lembaran

e Negara Repubhk lndoneS|a Nomor 4737)

13.

Peraturan Pemerlntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan’
Retribusi Daerah ‘(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 ..

~ Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesna Nomor

";‘5161)
s

Peraturan Pemenntah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenls Pajak

- Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau:

dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republlk
Indonesia Nomor 5179);

- 15,

\Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkahs"

- (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor. 07)

16.

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan” 'Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalls Tahun 2009 Nomor 03)

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Kabupaten Bengkalls (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalls Tahun 2011 Nomor 1)




MENETAPKAN

10.

1.

MEMUTUSKAN

 PERATURAN  BUPATI  BENGKALIS © TENTANG  PETUNJUK
- PELAKSANAAN PAJAK REKLAME. - 08

BAB l
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

;Dalam peraturan |n| yang dlmaksud dengan

S
2

Daerah adalah Kabupaten Bengkalls

Pemerlntah Daerah adalah Bupat| dan Perangkat Daerah sebagal L ;
- unsur penyelenggara Pemerlntahan Daerah ’ '

Bupati adalah Bupatl Bengkahs L T e . _
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dlnas Pendapatan Daerah‘ |

. Kabupaten Bengkalls

. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dlnas Pendapatan e
\‘Y'Daerah Kabupaten Bengkalls o s - . .

. Pajak Daerah ‘yang. selanjutnya disebut pajak adalah kontnbusn Wajlb o
pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

- ‘yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung- dan _digunakan - untuk»
keperluan daerah bagu sebesar—besarnya kemakmuran rakyat

- Subjek -Pajak - adalah orang pnbadl atau Badan yang dapat
'dlkenakan Pajak :

Wajlb PaJak adalah orang prlbadl atau Badan mellputl pembayar

. pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak
- dan kewajiban perpajakan - sesuai dengan ketentuan peraturan L
,perundang undangan perpajakan daerah. I . w

: Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame

Reklame adalah benda alat, perbuatan “atau media yang bentukr : :
~dan corak ragamnya - dlrancang “untuk - tUJuan komersial - -
’rnemperkenalkan v menganjurkan memprom031kan ‘atau - untuk-

menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, ‘atau badan,

o yang dapat dilihat, dlbaca didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati -

oleh umum..

- Reklame Megatron adalah reklame yang berSIfat tetap (tldak dapat’
: dlplndahkan) menggunakan layar monitor -maupun tidak,  berupa
gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan

B ‘menggunakan tenaga Ilstnk Termasuk dldalamnya Vldeotron dan

h - Elektronik Dlsplay

-'Reklame Papan atau Blllboard adalah reklame yang ber3|fat tetap)
- (tidak dapat dipindahkan): terbuat dari ‘papan, kayu, seng, tinplate,

collibrate, vynil, alumunium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton,

- logam atau bahan lain" yang sejenis, dipasang pada tempat yang

disediakan (berdiri sendiri), digantung atau ditempel atau dibuat
pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagalnya balk

o bersmar dlsmarl maupun yang tldak bersmar




13,

14,

Reklame Berjalan adalah -reklame . yang “ditempatkan pada':"
- kendaraan atau benda yang dapat bergerak yang diselenggarakan

dengan = menggunakan  kendaraan - atau dengan cara

"dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame -

pada gerobak, kendaraan baik bermotor ataupun tldak

Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau
bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan

. tujuan materlnya mempromosnkan suatu even . atau keglatan yang'

15

bersufat |nSIdent|I

Reklame Kain adalah reklame yang tu1uan matennya jangka pendek,
- atau mempromOSIkan suatu “even atau kegiatan yang bersifat

~ insidentil dengan- menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau - |

7.

190

.20,
. dipermukaan air atau dlatas permukaan air..
21.

2.
- cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- 23,

04,

bahan lain yang sejenis.. Termasuk didalamnya adalah spanduk,
umbul-umbul bendera, flagchain (rangkalan bendera), tenda, krey,

i banner giant banner dan standlng banner

: 16. *Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas,

diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat - |

diminta dengan ketentuan tidak - untuk - ditempelkan, dilekatkan, -

~ dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk dldalamnya '

adalah brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan

‘Reklame Melekat atau Stiker -adalah reklame yang berbentuk
- lembaran  lepas dlselenggarakan dengan cara dltempelkan S
i o dilekatkan, dlpasang atau dlgantung pada suatu benda. L

18. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang dlselenggarakanr
-+ dengan cara menggunakan klise: (cellu/01de) berupa kaca atau film,

‘ataupun bahan-bahan lain - yang sejenls sebagal alat untuk,

dlproyek3|kan dan/atau dipancarkan. = ‘ : _
Reklame Udara adalah reklame yang dlselenggarakan diudara -

:dengan menggunakan balon gas laser; pesawat atau alat lain yang :
v, r\sejems S : - ; :

Reklame Apung adalah reklame |nSIdent|I yang dlselenggarakan )

‘Reklame Suara adalah reklame yang . dlselenggarakan dengan
" ‘'menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang -

ditimbulkan darl atau oleh perantaraan alat.. ; |
Reklame Peragaan adalah reklame yang dlselenggarakan dengan

Penyelenggara _reklame adalah orang atau badan - yang
menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk
dan atas nama pihak lain. - \

PanggungllokaSI reklame . adalah suatu sarana atau tempat' o
pemasangan reklame yang dltetapkan untuk satu atau beberapa -

" reklame.

25.

26.

R Nllal Sewa Reklame adalah mlal yang dlhasukan dari penJumIahan :

nilai strategis dan nilai jual objek pajak reklame dltetapkan sebaga| ,
dasar perhitungan penetapan besarnya paJak reklame

Nilai Jual Objek Pajak Reklame ‘adalah jumlah nilai perolehan harga/

‘biaya pembuatan, biaya - pemasangan, dan biaya pemeliharaan

reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan

 reklame yang diperoleh berdasarkan estnmasn yang waJar dan dapat

dlpertanggungjawabkan




o1

20,

,'Nllal Strategls LOkaSI Reklame adalah ukuran nllal jual atau harga
- yang dltetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan 4_
- kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang daerah untuk berbagal P
. aspek keglatan dlbldang usaha. : . S o -
28. -Kelas Jalan Reklame “adalah ' Klasifikasi jalan menurut tlngkat.
Gl strategls komersial untuk penyelenggaraan reklame yang dltetapkan :

“ ‘ff“’}'oleh Kepala Daerah

Sudut Pandang Reklame adalah mudah tldaknya titik reklame dlhhat S
_.oleh konsumen, yang dltentukan berdasarkan dari persimpangan,

. jalan dua arah dan jalan satu arah yang dlnyatakan dalam skor.

30 |
.. - paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dlmana‘f
’freklame tersebut berdlrl | A . : o

:31;.1‘

Ketlngglan reklame adalah jarak tegak Iurus |mag|ner antara ambang )

( Surat Pemberltahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dlsmgkat S ‘.
e 7_’-*SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan -+ .
- penghitungan -dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau

~ bukan objek: pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

=

.. 'ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.

_?Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dlsmgkat SKPD
. adalah surat ‘ketetapan pajak yang menentukan besarnya Jumlah

- pokok pajak yang terutang.

3.

'i'Masa Pajak adalah Jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang‘ .
--menjadi .dasar bagi Wajib- Pajak untuk menghltung, menyetor dan

f‘melaporkan pajak terutang

S 34

?ETahun Pajak adalah jangka waktu yang Iamanya 1 (satu) tahun R ;
- kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang e

o .tldak sama dengan tahun kalender

35,

‘ -Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dlbayar pada suatu‘ R
~_ saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian .
' Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- L

: E‘j’undangan perpajakan daerah

o860
"~ penghimpunan data Objek dan subjek pajak, penentuan besarnya.

Pemungutan | adalah suatu rangkalan , keglatan mulal dan"

g pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajlb i
. b Pajak serta pengawasan penyetorannya ' e

BAB [

| OBJEK SUBJEK PAJAK DAN DAN WAJIB PAJAK o _

Pasal 2

‘(1) Dengan nama pajak reklame ?.d‘ipUngut,"' pajak f atas j'setiap |

penyelenggara reklame e

o (2) Objek paJak reklame adalah semua penyelenggara reklame
(3) Objek pajak sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) mehputl
Y Reklame papan/ blllboard/ wdeotran/ megatron dan sejenlsnya

b Reklame kaln :
c Reklame melekat stlker




vRekIame selebaran :

Reklame berjalan termasuk pada kendaraan
: Reklame udara ' ' o
Reklame apung,

.=r'c.o“-'~9.m-sl

Reklame suara;: .
Reklame fllm/sllde dan ,

| 1 j. Reklame peragaan et 1 : ,
(4) Tidak termasuk sebagal objek pajak reklame apablla

S a.~penyelenggaraan reklame melalui mternet telewsn radlo warta :
s harlan ‘warta mlngguan warta bulanan dan sejenlsnya :

b. Label/merk produk -yang - " melekat “pada -barang - yangvy ;
» diperdagangkan yang berfunQSI untuk membedakan produk :
- sejenis Iamnya : : :

c. Nama pengenal usaha atau profesn yang dlpasang melekat pada
~bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai
‘dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau
‘profesi tersebut . :

d. Penyelenggaraan reklame oleh pemermtah atau pemenntah
daerah; dan '

e. Penyelenggaraan Reklame dalam rangka Pemilihan - Umum
~ Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakll Kepala Daerah dan Pemilihan umum Legislatif. -

Pasal 3

() SubJek pajak reklame - adalah ‘orang. prlbad| atau badan yang

menggunakan reklame.

_(2) Wajlb pajak reklame adalah orang pnbadl atau badan yang_ ,
‘ menyelenggarakan reklame \ : : : o

"(3) Dalam “hal reklame dlselenggarakan sendiri secara’ Iangsung oleh, _
- orang pribadi atau badan, Wajlb pajak | reklame adalah orang pribadi
~atau badan tersebut.

(4) Dalam hal reklame dlselenggarakan melalw plhak ketlga plhak
ketlga tersebut menjadl Wajlb pajak reklame B

o : : BAB n
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK REKLAME

‘ Pasal 4

(1) Besar pajak reklame dlhltung dengan cara mengallkan tarif pajak‘ =
- sebesar 25% (dua puluh Ilma persen) dengan dasar pengenaan ;

- pajak. ‘ , . ‘
(2) Dasar pengenaan pajak sebagalmana dlmaksud pada’ ayat (1)
- adalah nilai sewa reklame yang dihitung dengan menjumlahkan nilai
~jual obJek pajak reklame dan nilai strategls lokasi reklame.




7 " Pasal5 |
,‘7;,'(1) N|Ia| Sewa reklame dltetapkan masing- masmg berdasarkan
~a. Nilai Jual Objek Pajak Reklame; dan

. b. Nilai Strategls Reklame , , o
- (2) N|Ia| Sewa Reklame sebagalmana dlmaksud ayat (1) dlatas dlbagl -

: dalam tabel nilai sewa reklame tetap dan tabel nilai sewa reklame -
o lnS|dent|I selanjutnya dlatur dalam lamplranldan ! Peraturan Bupatl' SR

’ II"II.

| (3) N|Ia| Strategls LokaS| Reklame sebagalmana dlmaksud dalam ayat
(1) huruf b diatas, selanjutnya dlatur dalam Iamplran i Peraturan‘
Bupat| ini. E :

: (4) Tata cara perhltungan nllal sewa reklame dan pajak reklame dlatur o
dalam Iamplran v Peraturan Bupatl |n| B '

Pasal 6

_"Untuk menghltung Iuas reklame sebagal dasar pengenaan pajak“
- dilakukan sebagal berlkut ~ :

(1) Reklame yang mempunyal blngkal atau batas d|h|tung dan blngkalv :

“- atau batas paling luas dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf -

- termasuk corak dan warna spesifik yang merupakan ldentltas suatu ,
‘produk berada dldalamnya >

o (2) kReklame yang tidak berbentuk perseg| dan tldak berblngkal d|h|tung
- dari gambar kalimat atau huruf yang termasuk corak dan warna

- spesifik  yang merupakan satu kesatuan identitas suatu produk
dihitung dari batas yang paling luar dengan Jalan menarik garis lurus -

vertikal dan horizontal. Hingga merupakan empat persegi.

| - (3) Reklame yang berbentuk pola dlhltung dengan rumus berdasarkan ‘
~ bentuk benda masmg masing. : -

| (4) ‘Reklame yang dibuat . dengan suatu alat yang diatur sedemlklan

rupa . sehingga dengan alat itu berturut-turut dapat ditampilkan -

- bermacam-macam gambar atau tulisan,maka - pajak dihitung
' berdasarkan jangka waktu dan luas reklame yang sama sesual
dengan banyaknya reklame yang dltampllkan : o :

. BABIV
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN ~

Pasal 7

(1) Setlap Wajlb pajak Wajlb mendaftar usahanya kepada pemenntah
: daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu
» selambat—lambatnya 30 ( tiga puluh ) han sebelum dlmulal keglatan

- usahanya kecuall d|tentukan lain. :

(2) Apabila Wajlb pajak tidak melaporkan sendiri usahanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan Daerah .
akan mendaftarkan usaha Wajlb pajak secara jabatan : o

(3) Pendaftaran usaha’ sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan |
sebagal berikut: S

a. Pengusaha/penanggung Jawab atau kuasanya mengambll N
mengisi, menandatangi - formulir _ pendaﬁaran yang disediakan
o oleh Dinas Pendapatan Daerah :




b Formullr pendaftaran yang telah dllSI ‘dan dltandatanganl

dlsampalkan ke Dinas Pendapatan. Daerah paling lambat 15 (lima - :
- belas) hari sebelum penyelenggaraan reklame kecuall dltentukan L

. Vlaln dan dengan melamplrkan
1‘. Rekomendas: Camat setempat
2. Foto copy KTP pemlllk/penangung jawab

' \:;-‘::3_ Surat kuasa (asli) bermaterai Rp6000 (enam nbu rupiah) -
apablla pemilik/penanggung’ Jawab berhalangan dan dlsertal

‘ foto copy KTP pemberl dan penerima kuasa;
: 4. Fotocopy surat lzm tempat usaha tahun terakhlr (apab|la ada)

S. Surat Perjanjlan/Kontrak apablla dlselenggarakan plhak'*f
- ketiga; L R o 5

6. Foto/gambar reklame (apabila ada) dan

7.RekomendaS| darl intansi terkalt K T AR

(4) Untuk reklame yang tldak aktlf Wajlb melaporkan ke Dlnas S

‘ Pendapatan Daerah. R ‘ :
| - Pasal8

Penyelengaraan reklame lnSldentII pemasangannya mlnlmal 7 harl a

- BAB v S 3
TATA CARA PENERBITAN SPTPD SKPD DAN STPD S

B - Baglan Kesatu ce
Surat Pembentahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 9 F

L (1) Setlap Wajlb pajak waijib mengisi SPTPD A L
: _‘_:"(2) SPTPD dapat dlambll pada Dlnas Pendapatan Daerah atau UPTD :
© " Kecamatan. ;

_ (3) SPTPD dlsampalkan dengan melamplrkan foto atau gambar bentuk o
~dan lokasi reklame . o

’ (4) SPTPD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus dusn dengan
: “jelas, benar dan Iengkap serta dltandatanganl oleh Wajlb PaJak atau

Kuasanya ’

3;_(5) Waijib pajak yang telah_memlllkl NPWPD setlap awal masa pajakj:" et

- wajib mengisi SPTPD

o (6) SPTPD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus dlsampalkan kev,
! 'Dinas Pendapatan Daerah atau UPTD selambat—lambatnya 15 (Ilma b
belas) hari setelah berakhlr masa pajak. ;

e ffi:'(?) Bentuk, " isi dan tata’ cara peng|31an SPTPD dapat dlhhat pada :

Iamplran V Peraturan Bupatl ini.

ok (8) SPTPD dianggap tidak dlsampalkan apablla tldak dltandatanganl

oleh waijib pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak sesuai

" bentuk, |$| dan tata: cara penQISIan sebagalmana dlmaksud pada -
"7ayat (4)




‘ ~ Bagian Kedua
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Pasal 10

(1) Dlnas Pendapatan Daerah menetapkan SKPD atau dokumen Ia|n
©.yang- dlpersamakan berdasarkan ~ penetapan  Pajak Reklame
o sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). - '

(2) SKPD dltandatanganl oleh Kepala Dmas Pendapatan Daerah atau 'v
s peJabat laln yang dltunjuk ‘ a :

Baglan Ketlga L
Tata Cara Penerbltan STPD

| - Pasal 11 ‘ | | ‘ ‘
; (1) Ke.p"ala Dihaé Pendapatan Daerah dapat menerbltkan STPD' e
' apabila: | , a .
-a. pajak dalam tahun berjalan tldak atau kurang bayar dan

b. Wajlb pajak dlkenakan sanKSI admmnstrasn berupa bunga atau '
denda. . . ‘

s ;(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagalmana‘
- dimaksud  pada ayat (1) butir a, ‘ditambah dengan sanksi
. administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap
bulan pallng Iama 15 (l|ma belas) bulan sejak saat terutangnya

~ -pajak. - : : .

‘(3) STPD dlserahkan kepada Wajlb Pajak melalui petugas Dlnas,’f’
; Pendapatan Daerah . : :

, BaglanKeempat""
- Tata Cara Pemungutan '

Pasal 12

(1) Pemungutan pajak dllarang dlborongkan i

8 (2) Setlap ‘wajib * pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan :
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. : .

o (3) Dokumen lain’ 'yang dlpersamakan sebagalmana dlmaksud pada !
~ayat (2) berupa karcis dan nota perhltungan : :

L BV -
: PENGAWASAN PENERTIBAN DAN LARANGAN REKLAME

Baglan Kesatu : ﬁ
Pengawasan _

Pasal 13 »

(1) Setlap penyelenggaraan ' reklamé dllakukan béngawasan
- berdasarkan aspek tata ruang llngkungan estetlka dan kelalkan
- konstruksi. : . , :
(2) Pengawasan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan oleh

: Bupatl ;. S SR




‘B’ag.an‘ Kedua
Penertlban

Pasal 14 -

" 1(1) Penertlban reklarne ; dllakukan terhadap setlap penyelengara

_ reklame apablla
Bt a Tanpa izin;.

‘ b Telah berakhlr masa berlakunya izin dan tldak dlperpanjang
sesuan dengan ketentuan yang berlaku dan/atau N

c Tldak terawat dengan baik.

'(2) Apabila penyelengaraan reklame tldak memenuhl ketentuan "
sebagalmana dimaksud ‘pada ayat (1), maka penyelenggara

- reklame  waijib - membongkar reklame berserta kontruk51 reklame o

" dalam batas waktu 30 hari.

S (’3)_{Penye|enggara reklame yang tldak melaksanakan kewajuban :
.- sebagaimana -dimaksud -pada ayat (2), Bupati atau pejabat yang

- ditunjuk . berwenang membongkar - reklame - beserta  konstruksi Lo
. reklame - tanpa ada: gantl rugi kepada penyelenggara reklame yang =
Ipelaksanaannya dllakukan oleh tlm penertlban yang dlbentuk oleh S

" Bupati. - « , : ,
(4) Tim penemban reklame adalah kelompok kerja yang diberi tugas

. dan tangung jawab oleh Bupati untuk menertibkan menyegel dan ’
' membongkar reklame °yang melanggar ‘ketentuan - perizinan =

'ii;;fpenyelenggaraan reklame diwilayah . Kabupaten Bengkalis, yang

. i.anggotanya terdln dan Dinas- Pendapatan Daerah dan mstansn .

- terkait.

() Konstruksn reklame yang dlbongkar sebagalmana dlmaksud pada o o
“‘ayat (3), harus diambil oleh penyelenggara reklame- pahng lambat - o

- 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembongkaran

f'_‘(6)‘Apab|Ia batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah‘ '_
' terlampaui, maka kontruksi - reklame - tersebut menjadl milik:

‘ ) Pemenntah Daerah Kabupaten Bengkalls

Pasal 15

u»;‘-WaJlb Pajak menanggung segala aklbat yang dlsebabkan atas_
E ;penyelenggarakan reklame yang menlmbulkan keruglan pada plhak j;,"

‘ '_.;Ialn ‘

Baglan Ketlga S N
Larangan Reklame =~ -

Pasal 16

” 1‘}_;!(1) Tempat yang dllarang untuk memasang Reklame rokok terdln darl
- a: Sekolah; 6T R SR
f b. Tempat |badah .
3 c Rumah sakit dan sejenlsnya dan o
d. Kantor pemenntah sl
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(2) Tempat yang drlarang untuk memasang reklame komersral yang ‘
‘berdiri sendiri dan atau menempel terdln dan

oA Tempat |badah dan
- b. Kantor pemenntah.,

| LT BABVI o :
TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

: : g.
: Baglan Kesatu o \
 Tata Cara Pembayaran :

Pasal 17

(1) Pembayaran pajak dllakukan pada Bendahara Penerlma atau

Bendaharawan pembantu penerlma Dlnas Pendapatan Daerah di

Kecamatan

(2) Pajak yang terutang dalam SKPD atau STPD Wajlb dllunaS| dalam' '

jangka waktu pallng Iama 30 (trga puluh) hari kerja sejak tanggal
- diterbitkan. :

(3) Dalam hal batas waktu pembayaran Jatuh pada han libur maka .
batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja benkutnya

' o Baglan Kedua -
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 18

(1) Kepala Dlnas Pendapatan Daerah atas permohonan Wajlb Pajak
_ dapat ‘memberikan ' persetujuan kepada Wajib - Pajak - untuk
mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran - dalam
~ kurun waktu ‘tertentu setelah memenuhi  persyaratan - yang
dltentukan dengan dlkenakan bunga sebesar 2% (dua persen)~
setiap bulan - .

(2) Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran . ’

pajak terutang dratur sebagal berikut :

-~ a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran
- maupun . menunda pembayaran pajak, “harus mengajukan
permohonan - secara tertulis -kepada Kepala Dinas Pendapatan

. Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan

- fotokopi SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya ‘

b."’Permohonan sebagalmana dlmaksud pada huruf a. harus sudah
- diterima Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;

C. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ‘huruf a, harus

melampirkan rincian-utang pajak untuk masa pajak atau tahun

"~ pajak yang bersangkutan serta alasan—alasan yang mendukung
: dlajukannya permohonan N : r

od. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun
~penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas Pendapatan
. Daerah, dltuangkan dalam Surat Keputusan Pembayaran Secara
Angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani

. bersama oleh Kepala Dlnas dan Wajrb Pajak yang bersangkutan




‘>’,,512 o

e. Pembayaran angsuran dlbenkan pallng Iama untuk 10 (sepuluh) '

kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung .

~ sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali dltetapkan lain’
‘oleh-Kepala Dlnas berdasarkan alasan Wajlb Pajak yang dapat
diterima; :

f. Penundaan pembayaran diberikan untuk pallng Iama 4 (empat)
“bulan_terhitung mulai tanggal - jatuh tempo pembayaran yang
termuat dalam SKPD dan STPD kecuali ditetapkan lain oleh
Kepala Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan alasan Wajib -
Pajak yang dapat dltenma

g. Perhltungan : untuk pembayaran angsuran adalah sebagall
‘ benkut S .

_1; : perhltungan sankS| bunga dlkenakan hanya terhadap Jumlah
. sisa angsuran : : :

2. jumlah sisa angsuran -adalah’ hasnl pengurangan antara .
~besaran sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan '
_pokok pajak angsuran v :

. 3. - pokok pajak angsuran adalah hasil pembaglan antara jumlah
L :ripajak terutang yang -akan d|angsur dengan Jumlah bulan
—.angsuran; - : -

-‘4‘."‘;bunga adalah hasil perkallan antara Jumlah sisa angsuran'
,dengan bunga sebesar 2% (dua persen) dan

o 5. besarnya Jumlah yang harus dlbayar tiap bulan. angsuran«
adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga
“sebesar 2% (dua persen); :

h.ﬂTerhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tldak
‘ dapat dlbayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan; -

i. ‘Perhitungan ° untuk p_enundaan pembayaran adalah sebagal‘
~ berikut: S

1. perhltungan bunga dlkenakan terhadap seluruh jumlah pajak
terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkallan antara bunga -
2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda,
-.dikalikan dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan'
_ditunda;. ; , ,

42'. "besarnya Jumlah yang harus dlbayar adalah seluruh Jumlah‘
~ hutang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga
2% (dua persen) per bulan; dan :

3. ’f'penundaan pembayaran harus dllunaS| sekallgus pallng’r
lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telahﬁ"
ditentukan dan tidak dapat diangsur. :

R Terhadap Wajlb pajak yang telah mengajukan permohonan-
e pembayaran - secara angsuran, tidak -dapat - -mengajukan
~ permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan
' ;pajak yang sama.- : .

| | BAB VI = | .
TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK o

Pasal 19 |

(1)Waj|b PaJak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan ,
pengurangan atau kennganan pajak Kepada Bupatl melalui Kepala
Dmas ; .
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(2) Permohonan pengurangan atau kerlnganan pajak harus dlaJukan

. ‘secara tertulis .dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan

pallng kurang memuat nama dan alamat Waijib . Pajak jenis pajak,

: besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari

v‘f"-",,dlajukannya permohonan pengurangan pajak serta melamplrkan

”-f‘jpula I s S v s

it a. foto Copy Kartu Tanda Penduduk atau |dent|tas pemohon
S b foto Copy NPWP dan ' : '

SKPD atau STPD

S ,'{'(3) Pembenan pengurangan dan kerlnganan sebagalmana dlmaksud :
pada ayat. (1), diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan
tertentu, seperti Wajib Pajak mengalami force majeur atau mengalaml o
pa|||t yang dmyatakan oleh konsultan pubhk '

Pasal 20

“."_fj,(1) Atas permohonan pengurangan atau kennganan pajak sebagalmana ;
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ‘Kepala Dinas atau pejabat yang
ditunjuk melakukan penelman mengenal berkas permohonan dan
kelengkapannya o s oo : o

7 (2) Atas pertlmbangan dan rekomendaSI dari pejabat yang dltunjuk maka
Kepala Dinas Pendapatan menyampalkan jawaban tentang .
pemberlan pengurangan atau kerlnganan pajak

i ‘(3) Atas pertlmbangan sebagalmana dlmaksud ayat (2) Bupatl dapat “
memberikan pengurangan dan keringanan pajak setinggi-tingginya -
'50% (lima puluh persen) dari pokok pajak dan memerintahkan Kepala -
Dinas untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengurangan s
atau kermganan pajak

e i ; | B AB IX : : i
TATA CARA PEMBETULAN PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINSTRASI '

Baglan Kesatu
Pembetulan Ketetapan

Pasal 21

(1)Kepa|a Dlnas atau pejabat yang dltunjuk karena jabatannya atau

. -atas permohonan Waijib - Pajak- dapat membetulkan SKPD atau

- STPD yang dalam  penerbitannya = terdapat ‘kesalahan  tulis,
kesalahan hltung dan/atau kekellruan . dalam penerapan ‘
perhltungannya ‘ S S e

(2) Pelaksanaan pembetulan SKPD atau STPD atas permohonan Wajlb o

Pajak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan dengan“

‘ketentuan sebagai berikut :

a. permohonan dlajukan kepada Kepala | Dlnas Pendapatan Daerah
~atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 4 (empat) bulan
setelah surat ketetapan - pajak- atau’ STPD diterima, kecuali
apabila Wajlb Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
tersebut tidak dapat dlpenuhl ‘ karena keadaan dlluar

kekuasaannya
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b.'fe}hadap SKPD  atau STPD yang ékan dibetulkan, ’dilékukan ’

" penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hltung dan

R ~atau kekeliruan dalam Peraturan Daerah;

“c. dalam hal hasil penelitian sebagalmana dlmaksud pada huruf b
~ ternyata terdapat kesalahan tulis,- kesalahan hitung - dan/atau
kekeliruan dalam penghitungan maka atas SKPD atau STPD
d|maksud dllakukan pembetulan sebagalmana mestmya R

d.‘pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud dalam ‘
- huruf- ¢ dilakukan dengan ‘menerbitkan Surat Keputusan
' »Pembetulan atau STPD berupa sallnan surat ketetapan pajak'
“dengan pembetulan : . :

e,; terhadap - pembetulan SKPD Kepala Dlnas memermtahkan'
- kepada pejabat yang ditunjuk agar menerbltkan sallnan SKPD '
dengan pembetulan; e o R
f. Surat Keputusan Pembetulan Pajak atau STPD sebagalmana

. .'}dumaksud huruf e diberi tanda dengan teraan cap pembetulan‘
~ dan dibubuhi paraf pejabat yang ditunjuknya; -

Q. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD‘
: sebagalmana dimaksud huruf harus disampaikan kepada Wajib

Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya

.~ Surat Keputusan: Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah atau
- STPD dlmaksud :

s 'h.“Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus B
- dilunasi dalam jangka waktu pallng Iambat 15 (hma belas) hari
‘sejak dlterbltkan . :

e ‘vdengan dlterbltkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan '

" Pajak atau STPD maka surat ketetapan pajak - atau STPD

- semula dibatalkan dan dlSlmpan sebagan arsnp dalam admlnlstraSI »
:perpajakan ‘ : -
j- _-Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula sebelum d|S|mpan
'sebagai. arsip  harus diberi tanda silang dan paraf serta
- dicantumkan kata- kata “Dibatalkan”; dan ' : :

‘ k»."Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas
Pendapatan Daerah segera ~menerbitkan- Surat Keputusan
Penolakan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau STPD '

s Baglan Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan =

Pasal 22

(1) Kepala Dlnas karena Jabatannya atau atas permohonan Wajlb Pajak «
“dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tldak B
benar.. : ~ oo : |

(2) Ketetapan Pajak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah

jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga,
denda dan atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat

ketetapan pajak.-

(3) Pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak karena jabatan
dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usulan dari
pejabat yang ditunjuknya berdasarkan pertlmbangan keadilan dan
adanya temuan baru. : S



‘ pajak

 ‘1(4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas - dasar\"

permohonan Wajlb Pajak dllakukan sebaga| benkut

" a. surat’ permohonan Wajib Pajak dldukung oIeh novum atau fakta-f

baru yang meyaklnkan

" :;,‘b.‘idalam surat permohonan Wajlb Pajak harus melamplrkan foto e
copydokumen sebagai berikut : T : L

1 Surat Ketetapan Pajak yang dlajukan permohonannya dan

‘2 Dokumen yang mendukung dlajukannya permohonan o
C. Pengajuan permohonan yang tldak memenuhi persyaratang o

. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tidak dapat
;v,~d|pert|mbangkan dan berkas permohonan d|kembal|kan kepada i
Wajib Pajak. ' o : : ,

'5(5) Atas dasar permohonan Wajlb Pajak sebagalmana d|maksud pada .
o ayat (4) dan permintaan/usulan karena  jabatan sebagalmana:”

dimaksud pada ‘ayat (3) Kepala: Dlnas atau pejabat yang ditunjuk
melakukan pembahasan pengurangan atau pembatalan ketetapan' o

Pasal 23

7;;1‘:‘1;;_(1)Berdasarkan haSIl pembahasan sebagalmana dlmaksud dalam

‘Pasal 22 ayat /(5), Kepala- Dlnas memberikan disposisi berupa
menenma atau. menolak pengurangan atau pembatalan ketetapan'
pajak T g e ‘ _ :

"'}"~:'?(2)Atas | dasar dISpOSISI Kepala ‘Dlnas Pendapatan Daerah‘
’ sebagalmana ‘dimaksud pada ayat (1) ‘pejabat yang ditunjuk ‘

memproses penerbltan surat keputusan Kepala Dlnas berupa

. a Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan

Pajak

b Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan
' Ketetapan Pajak. = ¢ ~ : co

'ff_'_(3) Atas dlterbltkannya surat keputusan pengurangan ‘atau pembatalan

ketetapan pajak sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf a, )
- pejabat yang dltunjuk segera melakukan .

a pembatalan 'surat ketetapan pajak yang Iama dengan cara.
;vmenerbltkan surat ketetapan  pajak- yang ‘baru yang telah
jmengurangkan atau memperbalkl surat ketetapan pajak yangi
“lama; * . , i o ‘

b. pemberlan tanda snlang pada surat ketetapan pajak yang Iama‘v
- dan selanjutnya diberi catatan bahwa surat ketetapan pajak

: -}“dlbatalkan _serta’ dlbubuhl paraf dan nama pejabat yang,
; -}‘bersangkutan e

c.'memenntahkan kepada , Wajlb Pajak untuk melakukanf =

- pembayaran pahng lambat 7(tujuh) harl setelah dltenmanya surat

3 - ‘ketetapan pajak yang baru dan ‘
d. terhadap ‘surat - ketetapan ' pajak yang tel ah dlbatalkan

sebagalmana dimaksud pada huruf b d|s1mpan sebagal al'SIp
“.pada admlnlstraS| perpajakan B : :
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(4) Atas dlterbltkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau
" pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh
- pejabat yang ditunjuk - dikukuhkan dengan surat keputusan ’
penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

i Baglan Ketlga ~
o Pengurangan atau penghapusan SanKSI AdmlnlstraSI

' Pasal 24

(1)Kepala Dlnas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk
~karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
~">?‘\fmengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi  berupa

.~ bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal

- - sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib
- Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga,
- denda, dan kenalkan pajak terutang sebagalmana dimaksud pada B
ayat (1) dapat dllakukan terhadap : :

“a. sanksi admlnlstraS| berupa bunga dan/atau denda dlsebabkan‘
‘'keterlambatan pembayaran pada masa pajak dan:

b, ‘sanksi admnistrasi berupa bunga, denda dan/atau kenalkan pajak
‘dalam surat ketetapan pajak atau STPD

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sankS| administrasi
berupa bunga ‘dan/atau denda  disebabkan - keterlambatan :

+... pembayaran pada masa pajak sebagalmana dlmaksud pada ayat ’
~(2) huruf a, dilakukan sebagai berikut ;- ‘ .

) a Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulls kepada
-~ : Kepala Dinas. Pendapatan Daerah dalam hal ini ‘pejabat yang
- ditunjuk- dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh
. tempo kecuali apabila Wajib Pajak. dapat menunjukkan bahwa
~jangka waktu tersebut tidak dapat dlpenuhl karena keadaan di
- luar kekuasaannya - , - .

b Surat Permohonan sebagalmana dlmaksud dalam huruf a harus v
_ dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan .

~ wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan
SKPD yang telah diisi dan dltandatanganl Wajib Pajak

~.c. atas permohonan yang disetujui, Kepala Dinas atau pejabat yang

- ¢ ditunjuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi,
e bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa

- .. pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana
 pembayaran SKPD bahwa sanksi tersebut dlkurangkan atau

~ dihapuskan; -

d Wajib Pajak 1 melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24
A (satu kali dua puluh empat) jam sejak dlsetu1umya permohonan

. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas Pendapatan‘ : SR

- Daerah menugaskan pejabat yang dltunjuk

1. menuliskan catatan keterangan pada sarana pembayaran
- ~SKPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua

persen) per bulan untuk kemudlan dlbubuhl tandatangan dan

e ‘nama jelas; dan : , T
2 menerbltkan STPD atas pengenaan sankSI bunga tersebut
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"5(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi admlnlstraS| berupa bunga,
denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau

STPD sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf b, dllakukan -

sebagal berikut :

a. Wajlb Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada‘ ’

iKepaIa Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk -

- dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak

. diterima oleh Waijib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
- menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi.

karena keadaan di luar kekuasaannya; o

b. Permohonan . sebagalmana dimaksud pada huruf a harus s

- }mencantumkan alasan yang Jelas serta melamplrkan

1. Surat Pernyataan Kekhllafan Wajlb Pajak atau bukan karena 1
kesalahannya dan - S

2 - Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenalkan :
- pajak terutang , ‘

o 1(5) Berdasarkan Surat Permohonan dan Iamplran yang menyertalnya o

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b,
- pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas segera melakukan

penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak
. maupun Iamplrannya

Pasal 25

R (71) Tel*nadap 'pengurangan atau penghapusan sanksi’ adminisxfrasiA
karena jabatan, penelitian administrasi dllakukan sesua| permmtaan»
Kepala Dinas atau pejabat yang dltunjuk :

(2) Dalam hal permohonan memerlukan penelltlan dan pembahasan
- materi lebih mendalam maka Kepala Dinas atau pejabat yang

dltunjuk melakukan rapat koordinasi untuk mendapatkan masukan.

dan pertimbangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Rapat -
Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi. ' = X ;

- (3) Atas dasar haSIl penelltlan adm1mstrasn pejabat yang ditunjuk
‘ membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi
- administrasi untuk selanjutnya mendapat persetu;uan Kepala Dinas.

(4) Dalam hal telaahan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) disetujui,

maka. Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk

menerbitkan Surat. Keputusan Pengurangan dan Penghapusan -
Sanksi Administrasi sebagal penggantl Surat Ketetapan Pajak atau
STPD semula ‘ : .

;(5) Waijib Pajak melakukan pembayaran pallng lambat 7 (tuluh) han

setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan .
Sank8| AdmlnlstraSI ' , ;

(6) Dalam hal te|aahan sebagalmana dlmaksud pada ayat - (2) tidak i
- disetujui, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera
‘menerbitkan - Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan
Penghapusan Sank3| AdmlnlstraSI
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: BAB X .
TATA CARA PENAGIHAN

Pasa|26 ‘. S

(1)Tahapan pelaksanaan penaglhan pajak terutang yang -tidak atau

(2) Ketentuan mengenal pelaksanaan penaglhan pajak dengan Surat ";“ﬁ -
Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlatur sesual dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku

(3) Pelaksanaan penaglhan pajak dengan Surat PakSa tidak
mengaklbatkan penundaan Hak Wajib Pajak mengajukan keberatan
 pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, - pengurangan
_ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi

~-kurang - bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebaga| L

benkut

‘a. Surat Penngatan atau Surat Teguran atau surat Ialn yang sejenls ‘

- sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dlkeluarkan
7 (tu;uh) han kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran

b Dalam jangka waktu 7 (tUJuh) harl kerja sejak tanggal Surat

Peringatan atau Surat Teguran - atau surat lain yang sejenls
Waijib Pajak harus melunaSI pajak yang terutang, dan

- 't"_,c. Dalam Jumlah pajak yang belum dibayar tldak dllunaS| dalam
B jangka waktu sebagalmana ditentukan dalam Surat -Peringatan e
' atau Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, Kepala Dinas .-

Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21

(dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Peringatan atau ‘Surat -

Teguran atau surat laln yang sejenls

(4) Dalam hal pajak yang harus dibayar tldak dllunaSI dalam jangka

waktu 7 (tUJuh) ‘hari- ‘setelah tanggal’ Surat Paksa Kepala Dinas
ot segera menerbltkan Surat Permtah Melaksanaan Penyltaan

Pasal 27

.gj]Penaglhan pajak dapat dllakukan seketlka dan sekallgus tanpa _
~menunggu jatuh tempo pembayaran sebagalmana dimaksud dalam .

- pasal 26 ayat (1) apablla

.

- Waijib Pajak atau Penanggung Pajak akan menlnggalkan'
. lndoneS|a untuk selama-lamanya D

Wajlb Pajak atau Penanggung Pajak memlndahkan barang yang T
- _dimiliki atau - dikuasai dalam - rangka menghentlkan ‘atau
- mengecilkan keglatan perusahaan atau pekerjaan yang dllakukan o

- di Indonesia; . , : : P

; ‘Terdapat tanda-tanda bahwa Wajlb Pajak atau Penanggung Pajak
akan membubarkan badan - usahanya atau =menggabungkan

usahanya atau memmdahtangankan perusahaan yang dimiliki atau

~ dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk Ialnnya
5~'*Badan usaha akan dlbubarkan oleh negara dan

'b‘terjadl penyltaan atas barang Wajlb atau Penanggung Pajak oleh
plhak ketlga atau terdapat tanda-tanda kepallltan
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BABX
TATA CARA PENYITAAN

Pasal 28

- .(1)Dalam hal jumlah pajak yang masnh ‘harus dibayar tidak dilunasi

~ untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima Surat
Paksa, maka Kepala Dinas = menerbitkan Surat Melaksanakan
Penyitaan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak
bergerak milik Waijib Pajak atau Penanggung Pajak. -

(2) Penyltaan dllaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan dlsaKSIkan

~oleh-paling" sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk ‘

IndoneSIa dikenal oleh Juru Slta Pajak dan dapat dlpercaya

- (3) Setlap melaksanakan penyltaan Juru Sita Pajak membuat berita _' |

acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak,
‘ Wajlb Pajak atau Penanggung Pajak dan SakSl-SakSI . :

Pasal 29

(1) Dalam hal Waj|b Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadlr
S penyltaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang “saksi-
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) adalah Pejabat .
Pemerlntah Daerah yang benNenang di wilayah objek pajak

(2) Dalam hal penyltaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh wajib pajak

- atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berita
Acara Pelaksanaan Sita dltandatangam oleh Juru Sita Pajak Daerah ‘
- dan sak31-sak31 ‘ S

(3) Benta Acara Pelaksanaan Slta sebagalmana dlmaksud dalam Pasal
28 ayat (3) mempunyai. kekuatan "hukum mengikat, meskipun Wajib
'Pajak atau Penanggung Pajak ‘menolak menandatanganl Benta
Acara Pelaksanaan Sita.. - ‘

(4) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat dltempelkan pada
barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada,
dan/atau di tempat-tempat umum. .

‘ '(5) Atas barang yang disita dapat ditempel atau dlben segel S|ta ‘
- memuat paling kurang hal hal sebagal berlkut = ’

a kata dlSlta g :
b nomior dan tanggal Benta Acara pelaksanaan sita; dan
C. Iarangan untuk memmdahtangankan, memmdahkan hak,
memlnjamkan hak atau merubah barang yang d|$|ta :
| Pasal 30

"Pengajuan keberatan oleh Wajlb Pajak atau Penanggung Pajak tidak .
‘,mengaklbatkan penundaan pelaksanaan penyltaan L '

| Pasal 31

_ (1) Penyltaan dapat dllaksanakan terhadap barang mlllk Wajlb Pajak '
atau penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat
usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang

penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang “dijaminkan

: ‘sebagal pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :




a barang bergerak- fehhaSUk mobil, perhiasan, uang tunai dan

deposito berjangka, - tabungan saldo rekening koran, giro atau

. bentuk. Ialnnya plutang dan penyertaan modal pada perusahaan

Ialn dan -

b barang tldak bergerak termasuk tanah bagunan dan kapal
dengan ISI tertentu : : :

;;\.»:(2) Peny|taan terhadap barang Wajlb Pajak atau Pe“anggung Pajak
 badan dapat dilaksanakan  terhadap barang milik perusahaan,

 pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, :

- pemilik- modal, baik di tempat kedudukan di tempat tlnggal yang : =

bersangkutan maupun d| tempat lain.

1 *._(3) Penyltaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan (2)’ g
- dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan -~

e cukup untuk meluna5| utang pajak dan blaya penaglhan pajak ;

Pasal 32 :

Penyltaan tldak dapat d|Iaksanakan atau dapat dlcabut dengan g
- menerbitkan Surat Pencabutan 'Sita oleh Kepala Dinas Pendapatan

- Daerah selaku pejabat dan: menyampalkan kepada Waij Pajak atau‘

e - Penanggung Pajak oleh Juru Sita Pajak Daerah apab|la

a. Wajlb Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasu utang pajak dan'
e blaya penaglhan pajak e ; S

b ~berdasarkan putusan pengadllan atau putusan pengadllan pajak = &

o dan . o
‘ c':.;':’,,'dltetapkan la|n oleh Bupatl

: BAB XII
TATA CARA LELANG

Pasal 33

. ~(1)“Dalam hal utang paJak dan/atau blaya penaglhan pajak tidak
o ~“dilunasi setelah dilaksanakan penyltaan ‘makasetelah lewat 10
. (sepuluh) hari kerja sejak tanggal - pelaksanaan Surat Perintah
- Melaksanakan Penyitaan, Kepala Dinas selaku Pejabat mengajukan

- permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada ‘Kantor-Lelang

- Negara untuk me!aksanakan penjualan secara Ielang terhadap
barang yang dlSlta _ o ,

 'a"fﬁ(2')_;‘Barang yang . d|S|ta berupa uang tunal deposﬂo berjangka"«'kg
. tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang

gdlpersamakan dengan itu, obligasi,- saham atau surat berharga
- lainnya, . piutang -dan penyertaan ‘modal pada perusahaan lain,

' dikecualikan’ dan penjualan secara Ielang sebagalmana dlmaksud

. pada ayat (1). -

k i (3) ‘Barang yang dlsnta sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dlgunakan T
SR ,;funtuk membayar blaya penaglhan pajak dan utang pajak dengan Lo

- cara:

a. uang tunal dlsetor ke Bendahara Penenmaan ‘atau Bank atau
-+ tempat lain yang ditunjuk; : ,

1;b‘.‘dep03|to berjangka tabungan,’ saldo rekenmg koran glro ataunr :

il bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, d|p|ndahbukukan

s ke rekening BP atau Bank atau tempat lain yang d|tunjuk atas®

- "permlntaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan
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c. obhgas1 saham atau surat berharga - lainnya yang
- diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas
’ permmtaan pejabat; - : ' " '

d obligasi, 'saham atau surat berharga Ialnnya yang tidak
o dlperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat '

e. plutang dlbuatkan Berita Acara PersetUJuan tentang Penaglhan'

- Hak Menaglh dari Wajlb PaJak atau Penanggung Pajak kepada S

. pejabat;dan
:‘ f.ff‘penyertaan ‘modal pada perusahaan Ialn dlbuatkan Akta .

~ persetujuan pengallhan hak menjual dari Wajlb PaJak atau
_Penanggung Pajak kepada pejabat o

Pasal 34

: (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang d|S|ta sebagalmana

dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan paling lambat 14 (empat
-belas) hari setelah pengumuman lelang melalw medla masa.

'(2) Pengumuman Ielang sebagaimana dlmaksud ‘pada - ayat (1)
' d|laksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

. (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali
- dan untuk ‘barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. .- -

: (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak
" Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta) tldak harus dlumumkan melalw '
medla masa e

Pasal 35

; , (1) Lelang tetap dapat dllaksanakan walaupun keberatan yang dlajukan
oleh - Waijib - Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh :
keputusan keberatan B :

| - (2) Lelang tetap dapat dllaksanakan tanpa dlhadlrl Wajlb Pajak atau
' Penanggung Pajak ‘

o }(3) Lelang tidak dllaksanakan apablla Wajlb Pajak atau Penanggung
Pajak -telah meluna5| utang pajak dan biaya penagihan pajak atau

~ berdasarkan putusan pengadllan atau putusan Pengadllan Pajak
' atau objek Ielang musnah : '

| . BABXIl o
| }TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDlNG

: Baglan Kesatu
Tata Cara Keberatan -

, Pasal36 B »
(1)WaJ|b Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupatl _‘
dalam hal ini Kepala Dinas atau pejabat yang dltunjuk atas suatu

‘a. SKPD dan

b. pemotongan atau pemungutan oleh’ plhak ketlga berdasarkan;
peraturan perundang- undangan perpajakan daerah yang berlaku.

(2) Keberatan yang “diajukan. adalah terhadap materi atau isi dari
ketetapan ‘dengan membuat perhitungan. jumlah yang seharusnya :
dlbayar menurut perhltungan Waijib Pajak . :
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(3) Satu keberatan hanya dapat dlajukan terhadap 1 (satu) Jems pajak'
© dan1 (satu) tahun pajak .

A3 Pasal 37

E (1) Penyelesalan keberatan atas SKPD sebagalmana dlmaksud dalam”
< Pasal 36 ayat (1) dllaksanakan oleh Kepala Dinas. -

, "‘(2) Dalam hal Wajlb Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa"
- .Surat. Ketetapan Pajak dengan objek yang sama, maka.
penyelesalannya dllaksanakan secara bersamaan oleh Kepala
Dinas. » :

(3). Dalam hal Wajlb Pajak mengajukan keberatan untuk surat'
ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak
dengan surat paksa, maka penyelesalannya dilakukan oleh Kepala :
Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang dltunjuk

"{f(4) Permohonan keberatan yang diajukan Wajlb Pajak harus memenuhl
persyaratan sebagan berikut :

- a. permohonan dlajukan secara tertulis dalam bahasa IndoneSIa'
dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti
‘bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yangr
dltetapkan tidak benar ; '

b.’dalam hal Wajlb Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan
. pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan
»ketldakbenaran ketetapan pajak tersebut; : : '

" c. surat permohonan keberatan dltandatanganl oleh Wajlb PaJak
~dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak
- lain harus dengan melampirkan surat kuasa;

: d.;surat permohonan keberatan dlajukan untuk satu surat ketetapan'
- -pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan '
: "Amelamplrkan fotokopunya dan ’

S e permohonan keberatan harus - dlajukan dalam Jangka ‘waktu
~ paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajakditerima
- oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan
_bahwa jangka waktu  tersebut tldak dapat dlpenuhu karena
keadaan dlluar kekuasaannya ,

. _ Pasa_l 38‘ e

f1(1)Pengajuan ‘keberatan yang tidak  memenuhi persyaratan .

sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 37 ayat (4), tidak dianggap
" sebagai pengajuan kebe_ratan : sehlngga tldak‘ dapatf
dlpertlmbangkan ' : '

: ",(2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuh| persyaratan ‘
' tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam’
Pasal 37 ayat (4).huruf e, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk
dapat memlnta Wajlb Pajak untuk melengkapl persyaratan tersebut..

 ~(3) Bentuk dan isi formullr permohonan pengajuan keberatan pajak
‘tercantum . dalam Lampiran yang merupakan bagian tldak
terplsahkan darl Peraturan Bupatl ini.-




Pasal 39

. Pengajuan keberatan tldak menunda kewajlban membayar pajak dan "

- pelaksanaan penagihan pajak sesuali dengan peraturan perundang- e

undangan yang berlaku
o Pasal40

‘ (1) Dalam Jangka waktu pallng lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk
~harus’ membenkan keputusan atas keberatan yang dilakukan oleh

~ Waijib Pajak yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan =

~ atau surat keputusan penolakan keberatan ; :

‘ (2) Surat keputusan sebagalmana d|maksud pada ayat (1) dapat,
“berupa . menerima seluruhnya ~atau sebaglan menolak atau
: menambah besarnya pajak yang terutang i S

‘ f(3) Dalam hal Jangka waktu sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) telah . |
lewat, dan Kepala Dinas" Pendapatan- Daerah atau Pejabat yang,f

ditunjuk tidak memberikan Jawaban maka keberatan yang dlajukan'
Waijib. Pajak dlanggap dlkabulkan :

: (4) Keputusan keberatan tldak menghllangkan hak Wajlb Pajak untuk |
‘ mengajukan permohonan mengangsur pembayaran

Pasal 41

(1) Dalam hal Surat Pennohonan Keberatan memerlukan pemenksaan
- lapangan, maka Kepala ‘Dinas Pendapatan Daerah menugaskan
pejabat yang dltunjuknya untuk melakukan pemeriksaan lapangan
~dan hasilnya dltuangkan dalam Laporan Pemenksaan Pajakr
Daerah. - : S ~ S

(2 Terhadap surat keberatan yang tldak memerlukan pemeriksaan
Iapangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah menugaskan pejabat
yang ditunjuknya untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas -
keberatan Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam Iaporan hasﬂ
koordlnaS| pembahasan keberatan pajak

Pasal 42

":‘f“’,~(1)Berdasarkan Laporan Pemerlksaan Pajak Daerah atau Iaporan S |

Hasil -Koordinasi Pembahasan Keberatan * Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Dinas menugaskan pejabat yang - B

dltunjuknya untuk membuat telaahan atas pemandangan keberatan\ |
pajak e : :

S (2) Berdasarkan telaahan pemandangan keberatan pajak sebagalmana <
dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk membuat petikan
~Surat Keputusan Keberatan Pajak untuk kemudlan dltandatangam
~oleh Kepala Dlnas

(3) Kepala Dinas menugaskan pejabat yang dltunjuknya untuk :
melaporkan petikan . Surat - Keputusan Keberatan Pajak kepada_
Kepala Dlnas secara penodlk

Pasal43 .

(1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak
dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Daerah yang
dalam penerbitannya terdapat. kesalahan tulls kesalahan hitung,
dan/atau kekellruan dalam penerapannya :



(2) Permohonan pembetulan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) -
-atas permohonan Waijib Pajak harus disampaikan secara tertulis

" kepada Kepala Dinas paling lambat. 30 (tiga puluh) hari sejak :

~tanggal diterima petlkan Keputusan Keberatan dengan memberlkan' -
~alasan yang jelas. . :

- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah pahng lama 3 (tlga) bulan sejak .
~surat permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak harus memberikan -
" keputusan dalam bentuk ‘Surat Keputusan Pembetulan atau Surat -

‘Keputusan Penolakan Pembetulan atas Keputusan Keberatan.

(4) Dalam hal Kepala Dmas tidak memberikan keputusan atas -
permohonan dalam kurun waktu 3. (tiga) bulan sebagaimana ;
- dimaksud pada ayat (3) maka permohonan atas pembetulan -
dlanggap dlkabulkan : . B Lo ‘ o

Baglan Kedua
Tata Cara Pengajuan Bandlng

S Pasal 44

(1) Wajib Pajak ¥ mengajukan zpermohonaﬁ banding hanya kepada

Pengadilan Pajak atas keputusan “mengenai = keberatan yang' e

dltetapkan oleh Bupatl atau pejabat yang d|tunjuk

(2) Permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), dlajukan secara/ “
tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam

’jangka waktu paling lama 3 (tlga) bulan sejak keputusan keberatan

-diterima,- dengan dllamplrkan sallnan dan Surat : Keputusan
dlmaksud ‘ v S L :

'(3) Pengajuan permohonan bandlng tldak menunda kewajlban”
membayar pajak dan pelaksanaan penaglhan pajak.
| Pasal 45 & |
(1)Terhadap 1 (satu) keputusan keberatan dlajukan 1 (satu) surat
banding. . » :

(2) Terhadap bandlng dapat dlajukan Surat Pemyataan Pencabutan
kepada Pengadllan Pajak

,,, (}3) Banding yang dlcabut sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)

dihapus dari daftar sengketa dengan:

a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan -
’ dlajukan sebelum SIdang dllaksanakan dan o

b ‘putusan . Majells Haklm/Haklm Tunggal melalui pemenksaan SR
“dalam hal surat pernyataan pencabutan dlajukan dalam SIdangﬂ', '

' ‘atas persetUJuan terbandlng

'-(4) Bandlng yang telah -dicabut melalm penetapan atau putusan'
sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) tldak dapat dlajukan kembaln

Pasal 46

Selaln darl persyaratan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 45[ ,
banding diajukan: terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang,
‘banding hanya dapat diajukan-apabila jumlah pajak yang terutang;
' v‘dlmaksud telah dlbayar sebesar 50% (Ilma puluh persen) ’
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Pasal 47

(1) Apablla pengajuan keberatan atau permohonan bandlng _
dikabulkan sebaglan “atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
~ pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua

. persen): setlap bulan _untuk pallng Iama 24 (dua puluh empat) - ..

“bulan.

(2) Imbalan bunga dlhltung sejak bulan pelunasan sampal dengan ~
: dlterbltkannya STPD : , _

e . BABXIV ’
o TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 48

: (1) Wajlb Pajak dapat mengajukan permohonan pengemballan atas i

keleblhan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Dinas.

(2) Pengemballan keleblhan pembayaran sebagalmana dlmaksud'.t . .
pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang

- telah dlsetorkan ke Kas Penenma dan Pembayar berdasarkan :
a. 'Perhltungan dan Wajlb Pajak '

  .b. 7Surat Keputusan Keberatan atau  Surat - Keputusan
~ -Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan
- Pengurangan atau Penghapusan Sanksi AdmlnlstraSI

' c . Putusan bandlng atau putusan penlnjauan kembah dan
d. 'Kebuakan pembenan ‘pengurangan, kerlnganan, Vdan/atau

e pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang- - i

: : undangan 4
- _;(3) Permohonan’ Wajlb Pajak sebagalmana dlmaksud pada_ayat (1) '

diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Gl

~ saat tlmbulnya keleblhan pembayaran pajak
 7'(4) Dalam Surat Permohonan Wajlb Pajak harus dllamplrkan

SRR \a.f‘vNama dan Alamat’Wajlb Pajak -

g b.“"'fNomor Pokok Wajlb Pokok Daerah
| _c". Masa Pajak e j,, P s : o
,db.‘ ‘fBesamya kelebuhan pembayaran pajak dan o |

o e. Alasan yang Jelas

"(5) Permohonan pengemballan keleblhan bembaya'rang:pajak S

dlsampalkan secara Iangsung atau melalun Pos Tercatat.

. (6) Bukti penenmaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengmman Pos '
Tercatat: merupakan buktl saat permohonan dltenma oleh Kepala
Dlnas ~ ‘

Pasal 49

(1)Atas permohonan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 48 ayat '
(1), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan -
“penelitian atau pemenksaan terhadap - kebenaran kelebihan
- _pembayaran- pajak dan: pemenuhan kewajlban pembayaran Pajak
Daerah oleh Wajlb Pajak S
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. '(2) Kepala Dmas atau pejabat yang dltunjuk dalam Jangka waktu

-~ paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan.

pengemballan keleblhan pembayaran pajak harus 'membenkan T
keputusan : . .

L f,'f(3) Apablla Wajib Pajak mempunya| utang pajak lainnya, keleblhan
~* "pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Iangsung’ ’
dlperhltungkan untuk melunaS| utang pajak dlmaksud

Pasal 50

kff(‘l)Pengemballan keleblhan pajak dllakukan dengan menerbltkan
‘ Surat Membayar Keleblhan Pajak

. (2) Apablla keleblhan pembayaran pembayaran pajak dlperhltungkan
dengan utang pajak lainnya, maka pembayaran dilakukan dengan
~cara pemindah’ bukuan dan buktl pemmdahbukuan Juga berlaku
sebagal buktl

BAB IX
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 21

Hal hal yang belum cukup dlatur dalam peraturan ini sepanjang
‘mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan d| atur Ieblh Ianjut
dalam peraturan tersendm

'BAB X
PENUTUP
o \ Pasal 22
E Peraturan |n| mula| berlaku pada tanggal 1 Januari 2012

b -f.Agar setlap orang mengetahw memerintahkan pengundangan Peraturan
. Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalls

Dltetapkan d| Bengkalls

% pada tanggal 1 R %wn,
‘ Is?7 .

SALEH

'Dlundangkan di Bengkalls e
~ padatanggal 12 ApeiL 2012

; SEKRETAR!S DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

I et

. —Brs. H. ASMARAN HASAN
| PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19550720 198003 1 008 -

o ‘BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
: TAHUN 2012NOMOR e




